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Penelitian ini dilatarbelakangi BPD sebagai lembaga yang menjalankan
fungsi pemerintahannya tidak dapat menjalankan perannya sebagai lembaga
perwakilan dalam mewujudkan pembentukan perdes yang demokratis. Hal ini
didasarkan bahwa untuk menentukan siapa yang dilibatkan dalam mekanisme
penunjukan anggota BPD hanya sebatas sejauh mana calon anggota dan pemimin
dekat dengan perangkat desa. Dan juga BPD merupakan salah satu unsure
penyelengara pemerintahan desa yang paling berperan dalam pembuatan
Peraturan Desa, dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih jauh kondisi yang
sebenarnya dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan proses
penyusunan proses peraturan Desa BPD.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi
Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa di
Desa Nglampir berdasarkan presepektif Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2)
Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan
Penyusunan Peraturan Desa di Desa Nglampir berdasarkan persepektif Siyasyah
Dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan data
observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Model analisis data yang digunakan
model Miles and Huberman, yang dalam menganalisis data meliputi: (1) reduksi
data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa
Nglampir berdasarkan presepektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah terlaksana
namun masih belum maksimal karena masih ada beberapa kendala yaitu masih
rendahnya Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dari anggota BPD,
Kurangnya Bimbingan Teknis dari Pemerintah Daerah, dan Budaya Hukum
Masyarakat Rendah. berdasarkan presepektif siyasah dusturiyah sudah sesuai.
Karena berdasarkan hasil penelitian peraturan yang ada di desa Nglampir tidak
ada yang menyimpang dari hukum islam
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This research is motivated by BPD as an institution that carries out its
governmental functions and cannot carry out its role as a representative institution
in realizing the formation of democratic perdes. This is based on that to determine
who is involved in the mechanism to appoint BPD members is only limited to the
extent to which prospective members and leaders are close to village officials.
And also the BPD is one of the elements of village governance that has the most
role in making Village Regulations, in this case the writer wants to know more
about the actual conditions of the Village Consultative Body in carrying out the
process of drafting the BPD Village regulation process.

The formulations in this research are: 1) How is the implementation of the
functions of the Village Consultative Body in the Process and Formulation of
Village Regulations in Nglampir Village based on the perspective of Tulungagung
Regulation Number 18 Year 2017 concerning the Village Consultative Body; 2)
How is the implementation of the functions of the Village Consultative Body in
the Process and Formulation of Village Regulations in Nglampir Village based on
the perspective of Siyasyah Dusturiyah.

This research uses qualitative research methods and types of field research.
Data collection techniques used in this research are data collection using
observation data, interviews, and also documentation. The data analysis model
used is the Miles and Huberman model, which in analyzing the data includes: (1)
data reduction, (2) data presentation, (3) drawing conclusions.

The results of this research indicate that the implementation of the
functions of the Village Consultative Body in the Process and Preparation of
Village Regulations in the Village of Nglampir based on the perspective of the
Regional Regulation of Tulungagung No. 18 of 2017 concerning the Village
Consultative Body is appropriate or has gone, however it is still not optimal
because there are still several obstacles, namely the low human resources in the
Legal Field from BPD members, Lack of Technical Guidance from the Local
Government, and the Law Culture of the Community Low. based on siyasah
dusturiyah perspective is appropriate. Because based on the results of regulatory
research in the village of Nglampir nothing deviates from Islamic law
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